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Masih banyak negara berkembang yang belum mengelola limbah
medis Covid-19 secara tepat dan efektif padahal jumlah produksi
limbah medis Covid-19 saat ini sangat mengkhawatirkan. Oleh
karenanya penulis menganalisis serta mengkomparasi kebijakan-
kebijakan yang diformulasikan dan diimplementasikan di Indonesia
dan Malaysia. Kebijakan dan implementasi yang berbeda di
Malaysia dijadikan sebagai rekomendasi penelitian disamping
rekomendasi lainnya. Metode penelitian ini adalah deskriptif
komparatif melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan data
sekunder. Dari hasil studi literatur diperoleh hasil bahwa kebijakan
pengelolaan limbah medis Covid-19 di Indonesia dan Malaysia
tidak jauh berbeda. Masing-masing negara memiliki sebuah
kebijakan strategis yang diformulasikan sebelum pandemi Covid-19
terjadi yaitu PP No0.101 Tahun 2014 di Indonesia dan UU Mutu
Lingkungan 1974 di Malaysia. Kebijakan tersebut oleh masing-
masing negara dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan
operasional mengenai pengelolaan limbah medis Covid-19. Dalam
implementasi dan monitoring, Indonesia dan Malaysia memiliki
kesamaan sekaligus perbedaan. Kesamaannya adalah pemerintah
berkolaborasi dengan beberapa intansi dan pihak swasta dalam
pengelolaan limbah medis Covid-19, pemerintah melakukan
sosialisasi kebijakan pengelolaan limbah medis Covid-19, inspeksi,
menyediakan layanan pengaduan. Sementara perbedaannya
adalah pemerintah Indonesia melakukan coaching clinic,
menyiapkan fungsional penyuluh lingkungan, memperbolehkan
pihak swasta yang masih dalam proses perizininan tetap dapat
beroperasi sedangkan di Malaysia pengelolaan limbah medis
Covid-19 dilakukan oleh tujuh perusahaan yang memiliki izin,
menggunakan robot membantu pengelolaan limbah medis Covid-
19, menerapkan sanksi denda dan kurungan penjara bagi
pelanggar, menyediakan aplikasi Electronic Scheduled Waste
Management. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia
dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam pelaksanaan
pengelolaan limbah medis Covid-19, disamping melakukan edukasi
kepada masyarakat sampai tingkat RT dan RW dengan melibatkan
perangkat desa, tokoh-tokoh agama, karang taruna, serta
melakukan metode rekristalisasi, dan kendaraan pengangkut
limbah medis Covid-19 dilengkapi sistem GPS dan barcode.
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Abstract

There are still many developing countries that have not managed
Covid-19 medical waste properly and effectively even though the
current amount of Covid-19 medical waste production is very
worrying. Therefore, the author analyze and compare the Covid-19
medical waste management policies that were formulated and
implemented in Indonesia and Malaysia. Different policies and
implementations in Malaysia using as recommendations and other
recommendations from author. This research method is comparative
descriptive with qualitative approach and uses secondary data. The
results of the literature study that the Covid-19 medical waste
management policies in Indonesia and Malaysia weren’t much
different. Each country has a policy strategy that was formulated
before the Covid-19 pandemic occurred, namely PP No. 101 Tahun
2014 in Indonesia and Environmental Quality Act 1974 in Malaysia.
Each country describes these policies into operational Covid-19
medical waste management policies. In implementation and
monitoring, Indonesia has similarities as well as differences with
Malaysia. The similarities are the government collaborates with
several agencies and private sector in managing Covid-19 medical
waste, the government socializes the Covid-19 medical waste
management policies, conducts inspections, provides complaint
services. The differences are the Indonesian government conducts a
coaching clinic, prepares environmental extension functions, private
sector that are still taking care of permits may operate. In Malaysia,
there are seven private sector that have permits to manage Covid-19
medical waste, using robots to help manage Covid-19 medical waste,
imposing fines and imprisonment for violators, providing Electronic
Scheduled Waste Management Application. The strategy taken by
Malaysian government can be used as recommendations in managing
Covid-19 medical waste. The other recommendations are the
government educates the public up to the RT and RW levels by
involving village apparatus, religious leaders, youth organizations,
using the recrystallization method, using Covid-19 medical waste
transport vehicle equipped with a GPS and barcode systems.
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PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun namun pandemi
global ini tidak kunjung mereda. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (World
Health Organization, 2021) jumlah kasus Covid-19 di dunia yang terkonfimasi sampai
tanggal 21 Juni 2021 mencapai 178.202.610 dengan jumlah kematian sebanyak
3.865.738. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak permasalahan yang harus
dihadapi oleh masyarakat dunia, salah satunya adalah permasalahan limbah medis
Covid-19. Dengan meningkatnya jumlah infeksi Covid-19, hampir setiap wilayah di
dunia mengalami peningkatan limbah medis yang berasal dari berbagai fasilitas
kesehatan (Maalouf & Maalouf, 2021). Peningkatan produksi limbah medis Covid-19
tersebut dialami oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia.
Gambaran ini diperkuat pula oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa di
seluruh negara telah mengalami peningkatan jumlah limbah medis sebagai akibat
pandemi Covid-19 yang signifikan (Sarkodie & Owusu, 2021) dan peningkatan
signifikan limbah tersebut merupakan hal yang tak terhindarkan dalam masyarakat
modern di seluruh dunia (Fan et al., 2021).

(Chen, 2020) Di Wuhan-China, keluaran harian limbah medis melonjak lima kali
lipat dari volume rata-rata, dari sekitar 40 ton menjadi 250 ton pada akhir februari 2020.
Kota-kota terpadat di India seperti Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad
merupakan kota yang paling terkena dampak Covid-19 yang menghasilkan limbah
medis Covid-19 100 ton/hari dan secara nasional mencapai sekitar 850 ton/hari
(Chand et al., 2021). Sementara di Brazil peningkatan limbah medis Covid-19 dapat
dilihat dari meningkatnya limbah medis Covid-19 rumah sakit di selatan Minas Gerais
sebesar 81%, rumah sakit Jequitinhonha 100%, bahkan rumah sakit di Belo Horizonte
meningkat mencapai 425% (de Aguiar Hugo & Lima, 2021). negara-negara yang ada
di Asia Tenggara juga mengalami lonjakan produksi limbah medis penanganan Covid-
19 tanpa terkecuali. Ibukota di negara-negara Asia Tenggara seperti Manila, Kuala

Lumpur, Hanoi, dan Bangkok mengalami peningkatan produksi limbah medis Covid-19
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mulai dari 154 hingga 280 ton per hari lebih banyak dari pada sebelum pandemi atau
mencapai sekitar tiga perempat dari produksi limbah medis sebelum pandemi Covid-19
terjadi (Siming et al., 2020). Diagram di bawah ini menampilkan data limbah medis
ibukota-ibukota negara di Asia Tenggara dengan estimasi tertinggi terjadi di kota

Manila.

Gambar. 1
Perbandingan Limbah Medis sebelum Pandemi Covid-19 dengan Selama
Pandemi Covid-19
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Sumber : (Tiseo, 2020)

Pada awalnya limbah medis Covid-19 hanya bersumber dari kegiatan
pelayanan medis seperti limbah medis dari kegiatan (Kementerian Lingkungan Hidup
RI, 2014) limbah medis dari kegiatan rumah sakit, laboratorium, klinik, puskesmas,
praktek dokter. Namun dengan semakin banyaknya kasus Covid-19 dan intensnya
upaya penanganan pandemi Covid-19 limbah medis Covid-19 juga diperoleh dari
kegiatan lainnya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menurut Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) (Putri, 2020) limbah medis terdiri dari : pertama, limbah
infeksius yaitu limbah yang mengandung darah atau cairan tubuh yang bisa saja
mengandung bakteri, virus maupun sumber penyakit lain yang bisa menular. Limbah
ini biasanya berasal dari aktivitas operasi, pengambilan sampel di laboratorium, dari
bahan sekali pakai yang digunakan untuk menyerap darah atau cairan tubuh; kedua,
limbah patologi yang biasa dihasilkan setelah prosedur operasi. Limbah ini berupa
organ dalam tubuh manusia, jaringan manusia maupun bagian tubuh lainnya; ketiga,
limbah benda tajam yang berupa alat-alat tajam seperti jarum suntik, pisau bedah
sekali pakai, dan silet yang digunakan dalam prosedur perawatan penyakit. Limbah ini

harus diperlakukan secara hati-hati; keempat, limbah kimia seperti cairan reagen yang



digunakan untuk tes laboratorium dan sisa cairan disinfektan; keempat, limbah farmasi
seperti obat-obatan yang sudah kadaluarsa, obat-obatan yang sudah tidak layak
konsumsi karena adanya kontaminasi, serta vaksin yang tidak terpakai; kelima, limbah
sitotoksik yaitu sisa produk atau buangan dari barang-barang beracun yang sangat
berbahaya karena bisa memicu kanker hingga menyebabkan mutasi gen seperti obat
yang digunakan untuk kemoterapi; limbah radioaktif yang berasal dari prosedu
radiologi bisa berbentuk cairan, alat maupun bahan lain yang sudah terpapar dan bisa
memancarkan gelombang radioaktif seperti rontgen, CT Scan, MRI; keenam, limbah
biasa merupakan limbah yang biasa dihasilkan dari kegiatan harian di fasilitas
kesehatan rumah sakit, seperti makanan untuk pasien, bungkus plastik alat medis dan
lain-lain.

Berbagai jenis limbah medis tersebut dapat membahayakan dan menimbulkan
gangguan kesehatan terutama pada saat limbah tersebut dikumpulkan, dipilah,
ditampung, disimpan, diangkut, dimusnahkan serta dibuang ke tempat pembuangan
akhir (Rahno et al., 2015). Pembuangan limbah medis yang tidak aman akan dapat
mengakibatkan pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit menular terutama
disebabkan oleh penggunaan kembali peralatan medis pembuangan dengan
memulung limbah medis, sebagaimana dilaporkan di berbagai negara (World Health
Organization, 2018). Demikian pula dengan limbah medis Covid-19 yang saat ini
semakin membahayakan bagi masyarakat karena jumlahnya semakin meluas dan
tidak terkendali.

Fakta di lapangan menunjukkan, meskipun produksi limbah medis Covid-19
sudah sangat mengkhawatirkan namun peningkatan jumlah limbah medis Covid-19
seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan limbah medis yang tepat dan efektif.
Kondisi ini dialami oleh banyak negara di dunia terutama di negara berkembang.
Berdasarkan penelitian sebelumnya diungkapkan bahwa In many developing countries,
healthcare wastes along with the municipal solid waste are dumped in the open or in
poorly managed landfills where the movements of wastepickers and livestock such as
dogs, goats, and cows often have been notified (Nzediegwu & Chang, 2020). The
emergence of COVID-19 has led to the increase of medical waste all around the world
as well as household hazardous and plastic waste volume where a desperate need for
proper waste management has emerged but appears to be a largely ignored affair. As
a developing nation, Bangladesh has encountered a rise in infection of COVID-19
patients during May 2020 which eventually has amplified the generation of hazardous

waste volume, especially in the capital city Dhaka (Kerbl & Zepp, 2021). Some Asian
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countries still do not follow proper management strategies and insufficient solid waste
containers are one of the major problems that lead to the contamination of infectious
waste in solid waste containers in the general community, the threat will be greater
indeveloping countries that do not have sufficient resources for solid waste
management. In particular, most developing countries, such as Cambodia,
Philippines, Thailand, India, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Vietham and
Palestine are widely perceived to be dumpsolid waste in poorly managed and open
landfills (Sangkham, 2020).

Permasalahan limbah medis Covid-19 di semua negara termasuk di negara-
negara Asia Tenggara sudah masuk ke ranah publik. Hal ini juga terjadi di Indonesia
dan Malaysia. Permasalahan limbah medis Covid-19 di negara yang memiliki jumlah
limbah medis Covid-19 per hari yang hampir sama ini, telah berkembang menjadi
permasalahan serius yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Penelitian
sebelumnya mengungkapkan bahwa di seluruh dunia, seluruh sektor pemerintah telah
diinstruksikan untuk memperlakukan limbah medis sebagai prioritas publik yang
mendesak dan sangat penting guna mengurangi efek sekundernya terhadap
kesehatan individu dan lingkungan (Dharmaraj et al., 2021). Berkaca pada kondisi
tersebut pemerintah perlu segera mengintervensi melalui perumusan-perumusan
kebijakan publik. Kebijakan publik berlandaskan pada kondisi tersebut dimaknai
(Wahab, 2021) sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang
aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu
yang dihadapi, (Dachi, 2017) kebijakan yang dibuat secara otoritatif yang ditujukan dan
berdampak pada publik serta ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik.
Kebijakan publik yang diformulasikan dapat juga diaplikasikan dalam bentuk
serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan pelaksanaan kebijakan yang
menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan-kebijakan tersebut harus diimplementasikan agar bermanfaat dalam
menyelesaikan permasalahan yang ada. (Agustino, 2016) Tanpa implementasi
kebijakan-kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit semata.
Demikian pula dalam hal mengatasi permasalahan limbah medis Covid-19 kebijakan-
kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah harus diimplementasikan.
Implementasi kebijakan menjadi (Dwijowijoto, 2003) cara agar pelaksanaan dapat
mencapai tujuannya baik melalui program-program atau formulasi pelaksanaan
derivat/turunan dari pelaksanaan publik tersebut. Dengan implementasi kebijakan para

formulator kebijakan dapat (Wahab, 2021) memahami apa yang senyatanya terjadi



sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan dengan fokus perhatian yakni
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian

Fenomena melonjaknya produksi limbah medis Covid-19 di satu sisi dan
kondisi pandemi Covid-19 yang juga belum mereda di sisi yang lain yang diperparah
dengan pengelolaan limbah medis penanganan Covid-19 yang belum tepat, tidak
efektif, minim serta urgensi intervensi pemerintah dalam menyiapkan kebijakan dan
mengimplementasikannya menjadi landasan bagi penulis untuk menganalisis
kebijakan-kebijakan pengelolaan limbah medis Covid-19 yang telah formulasikan oleh
pemerintah Indonesia dan Malaysia di masing-masing negara, bagaimana
implementasinya serta membandingkannya. Hasil penelitian ini sebagai bentuk studi
banding bagi pengelolaan limbah medis penanganan Covid-19 Indonesia dengan
melihat bagaimana pengelolaan limbah medis yang diterapkan di Malaysia yang dapat
diadopsi disamping rekomendasi lainnya yang disampaikan oleh penulis di dalam
saran penelitian.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan
kualitatif dengan mendeskripsikan persamaan ataupun perbedaan serta
membandingkan fenomena-fenomena yang terjadi baik alamiah maupun fenomena
buatan manusia yang mencakup aktivitas, karakteristik, hubungan, perubahan,
prosedur kerja, serta pandangan terhadap kasus, peristiwa ataupun ide-ide. Dalam
penelitian ini penulis mencari data dan informasi melalui data sekunder yang diperoleh
dari buku, artikel-artikel di jurnal ilmiah, buletin, media massa online, statistik, laporan-
laporan, publikasi pemerintah, informasi dari organisasi, hasil survei terdahulu, catatan-
catatan publik mengenai peristiwa-peristiwa resmi, catatan-catatan perpustakaan. Data
yang terkumpul tersebut kemudian dipilih, diseleksi sesuai dengan relevansi dan
aktualitasnya, kemudian diperbaiki jika masih terdapat kesalahan dan hal-hal yang
meragukan tanpa mengurangi orginalitas serta kualitas data. Selanjutnya data tersebut
diedit dan disajikan dalam bentuk naratif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan hasil penelusuran literatur diketahui bahwa sesungguhnya

pemerintah Indonesia maupun Malaysia telah memberikan perhatian dan menyadari
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akan lonjakan jumlah limbah medis akibat penanganan covid-19 serta berupaya
menindaklanjutinya. Baik kebijakan pengelolaan limbah medis covid-19 yang
diterapkan di Indonesia maupun Malaysia keduanya mengacu atau menginduk pada
satu kebijakan utama yang bersifat strategis yang tidak hanya membahas limbah
medis serta tidak secara eksplisit mengatur penanganan limbah medis covid-19, yaitu
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan undang-undang mutu lingkungan 1974
di Malaysia. Kebijakan utama tersebut oleh pemerintah di masing-masing negara
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang lebih implementatif untuk digunakan
sebagai alat dalam penanganan limbah medis covid-19.

Tidak sedikit kebijakan yang diformulasikan untuk penanganan limbah medis
covid-19 terutama di Indonesia, pemerintah memformulasikan beberapa kebijakan,
antara lain : Keputusan Menteri Kesehatan RI (Kepmenkes
No.HK.01.07/Menkes/537/2020, 2020) tentang pedoman pengelolaan limbah medis
fasilitas pelayanan kesehatan dan limbah dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri di
masyarakat dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan ini
menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pimpinan dan pengelola
atau pengurus fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) serta seluruh pihak yang
terlibat dalam penanganan covid-19. Di dalam kebijakan dijelaskan langkah-langkah
pengelolaan berbagai jenis limbah covid-19 yang ada di fasyankes, rumah atau
fasilitas karantina/isolasi mandiri. Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/537/2020 tersebut
mengatur tentang limbah B3 medis padat di fasyankes yang harus dimasukkan ke
dalam wadah/bin yang dilapisi kantong plastik warna kuning yang bersimbol
“biohazard”, dikemas, kemudian didisenfeksi, diangkat, dicatat, diberi simbol infeksius,
label dan keterangan, serta disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3
atau tempat yang khusus. Limbah tersebut diangkut oleh petugas memakai Alat
Pelindung Diri (APD) lengkap dengan menggunakan transportasi khusus limbah.
Pengolahan limbah B3 medis dapat menggunakan insinerator/autoklaf/gelombang
mikro. (Kojima et al., 2020) Penggunaan insinerator juga harus dengan suhu minimum
800°C sedangkan limbah medis cair harus dibuang ke tempat penampungan air limbah
atau lubang wastafel atau WC yang mengalirkan ke dalam instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL).

Bagi fasyankes yang tidak memiliki peralatan pengolah limbah B3 medis padat
dan tidak ada pihak pengelola limbah, dapat langsung melakukan penguburan dengan

terlebih dahulu mendisinfeksi limbah, kemudian dikubur dan prosesnya mengacu pada



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk RI No. P.56/Menlhk-
Setjen/2015, 2015) tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan
RI, 2020c). Permenlhk ini meskipun tidak secara eksplisit membahas limbah B3 medis
covid-19 namun kebijakan ini merupakan cikal bakal kebijakan pengelolaan limbah
medis penanganan covid-19. Permenlhk RI No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 ini mengatur
bagaimana prosedur pemilahan dan upaya pengurangan limbah B3, penyimpanan,
pengangkutan, pengolahan, penguburan dan penimbunan limbah B3.

Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI
menindaklanjuti permasalahan pengelolaan limbah medis covid-19 dengan
mengoperasionalkan Permenlhk RI No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 ke dalam surat
edaran tentang pengelolaan limbah infeksius (limbah B3) dan sampah rumah tangga
dari penangananan covid-19 (SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020, 2020). Kebijakan
ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah B3 medis
dan sampah rumah tangga dari penanganan covid-19 yang meliputi penanganan
limbah B3 medis dari fasyankes, dari Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berasal
dari rumah tangga. Penerapan surat edaran ini sangat penting guna mengendalikan,
mencegah dan memutus mata rantai penularan covid-19 serta menghindari
penumpukan limbah akibat penanganan covid-19. Di samping itu KLHK RI juga
mengeluarkan (Fisipol UGM, 2020) surat Menlhk No.167/Menlhk/PSLB3/PLB.3/3/2020
perihal pengelolaan limbah medis pada fasyankes darurat covid-19 kepada Kepala
BNBP/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, surat Dirjen PSLB3
No0.S.156/PSLB3/PKPLB3/PLB.2/3/2020 perihal PLB3 masa darurat penanangan
covid-19 kepada perusahaan pengelola dan pengangkut limbah B3 infeksius, surat
Dirien PSLB3 No. S-194/PSLB3/PLB.2/4/2020 perihal pelaksanaan pengelolaan
limbah B3 Medis dari kegiatan penanganan covid-19 kepada kepala DLH Provinsi
seluruh Indonesia. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tersebut kemudian di revisi
menjadi surat edaran No. SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021. Revisi kebijakan
tersebut merupakan jawaban terhadap semakin berkembangnya sumber-sumber
limbah yang tadinya hanya berasal dari fasyankes dan rumah tangga yang terdapat
ODP, seiring dengan bertambahnya jumlah kasus covid-19 maka sumber limbah medis
covid-19 juga dapat berasal (Surat Edaran No.SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021,
2021) dari hotel, wisma, rumah karantina, apartemen, dan rumah tinggal yang

dijadikan sebagai tempat isolasi serta bertambahnya tempat pelaksanaan dan
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berkembangnya teknologi uji deteksi covid-19, serta bertambahnya tempat
pelaksanaan vaksinasi juga menjadi latarbelakang kebijakan tersebut direvisi.

Tidak jauh berbeda dengan Malaysia, seluruh peraturan mengenai kualitas
lingkungan Malaysia berpedoman pada undang-undang mutu lingkungan 1974.
Peraturan tersebut, antara lain yaitu (Kementerian Alam Sekitar dan Air Malaysia,
2019) Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis yang ditetapkan) (Kemudahan
Pengelolahan dan Pelupusan BT) 1989, Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang
ditetapkan) (Penilaian kesan kepada alam sekeliling) 2015, Peraturan-peraturan kualiti
alam sekeliling (Udara bersih) 2014, Peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling (Efluen
perindustrian) 2009, Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual)
2005. Di dalam peraturan dan ketentuan dalam undang-undang mutu lingkungan 1974
dijelaskan pula tentang limbah terjadwal (Scheduled Waste). Sheduled Waste adalah
limbah yang memiliki karakteristik berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak
buruk bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Ada 77 jenis limbah yang termasuk
dalam kategori Scheduled Waste Regulation 2005 yang harus dikelola sesuai dengan
ketentuan dalam regulasi tersebut (Malaysia Department of Environment, 2021). Pasal
49A mengatur tentang pemilik atau penghuni bangunan dalam hal ini adalah Rumah
sakit mempekerjakan pihak yang kompeten yang telah disahkan oleh direktur jenderal
yang melakukan semua atau salah satu dari kegiatan tersebut, antara lain
pengoperasian peralatan kontrol, pengelolaan limbah terjadwal, melakukan penelitian,
penyusunan dan penyampaian laporan, rencana, proposal, gambar teknik atau
dokumen lain yang berkaitan dengan masalah lingkungan (Kementerian Alam Sekitar
dan Air Malaysia, 2019) (Malaysia Dewan Rakyat Parlimen, 2020).

Melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup (Kementerian Alam Sekitar
Malaysia, 2020) disampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia memiliki
sistem pengelolaan limbah medis yang komprehensif sejak Tahun 2005 melalui
kebijakan berupa peraturan kualitas lingkungan 2005 yang berarti semua limbah medis
yang dihasilkan oleh rumah sakit atau klinik harus dipisahkan, kemudian dikumpulkan,
selanjutnya dikirim dengan menggunakan kendaraan khusus untuk dibuang di 12
fasilitas insinerator nasional. (Malaysia Department of Environment, 2021) Sebelum
limbah medis tersebut diangkut oleh pihak swasta yang telah ditunjuk oleh pemerintah,
penghasil limbah medis dalam hal ini adalah rumah sakit, klinik ataupun sejenisnya
berkewajiban untuk mengklasifikasikan limbah yang dihasilkan dikarenakan pihak
rumah sakit/klinik/layanan kesehatan sejenisnya yang memiliki informasi secara tepat

dan lengkap mengenai limbah tersebut. Dalam pengklasifikasian tersebut pihak rumah
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sakit/klinik/layanan kesehatan lainnya mengidentifikasi sumber limbah, karakteristik,
tingkat bahayanya, serta kode Scheduled Waste (SW) nya. Untuk itu rumah
sakit/klinik/layanan kesehatan sejenisnya dapat merujuk pada daftar scheduled wastes
in the first schedule of Regulations of the Environmental Quality (Scheduled Wastes)
Regulations 2005. Limbah medis yang telah diklasifikasikan/dipilah tersebut kemudian
diangkut untuk di daur ulang atau dibuang di tempat yang telah ditentukan dan
diizinkan oleh departemen lingkungan hidup Malaysia.

Dikarenakan oleh sesuatu hal penyimpanan limbah medis terpaksa
diperpanjang penghasil limbah dapat mengajukan permohonan ke kantor negara
departemen lingkungan hidup dengan menyerahkan formulir AS. STOR BT.2-2011
yang telah diisi secara lengkap. Formulir AS. STOR BT.2-2011 merupakan dokumen
permohonan penyimpanan limbah medis lebih dari 20 metrik ton atau 180 hari atau
keduanya dengan mengacu pada peraturan ke tujuh dari peraturan kualitas lingkungan
hidup Malaysia yaitu peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling (buangan terjadual)
2005 (Malaysia Department of Environment, 2005). Setiap penghasil limbah medis
harus memastikan bahwa limbah yang dihasilkan disimpan dengan benar untuk
diambil dan selanjutnya dibuang atau didaur ulang oleh pihak swasta yang telah
ditentukan oleh pemerintah. Penghasil limbah medis juga harus memastikan
pengangkutan limbah medis oleh pihak swasta yang telah ditunjuk oleh pemerintah
dilakukan dengan benar sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan kementerian
lingkungan hidup Malaysia termasuk pengemasan limbah medis dan pemberian label.
Hal ini diatur dalam pasal 8 emas dengan baik, diberi label Hal ini diatur dalam pasal 8
peraturan kualitas lingkungan 2005 (Peraturan Kualiti Alam Sekeliling, 2005).

Jika dilihat dari komprehensivitasnya, kebijakan-kebijakan yang disiapkan
pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam rangka pengelolaan limbah medis covid-19
sudah memadai meskipun induk kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah
ataupun Undang-Undang yang diformulasikan sebelum pandemi covid-19 terjadi.
Berbagai kebijakan tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai (Mulyadi, 2016)
kebijakan umum, ada yang termasuk dalam kategori kebijakan pelaksanaan, dan juga
kebijakan teknis. Kebijakan pengelolaan limbah medis covid-19 baik di Indonesia
maupun Malaysia mengandung unsur-unsur penting dari sebuah kebijakan baik dari
segi (Handoyo, 2012) tujuannya, masalah, tuntutan, dan dampak yang diharapkan.
Dari segi tujuannya, kebijakan-kebijakan tersebut diadakan untuk mengelola limbah
medis covid-19. Dari segi masalahnya kebijakan-kebijakan tersebut dirumuskan untuk

menjawab permasalahan lonjakan jumlah limbah medis covid-19 yang meningkat
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tajam dan masih adanya limbah medis covid-19 yang belum tertangani dengan baik.
Sedangkan dari segi dampaknya keberadaan kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan
menghasilkan pengelolaan limbah medis covid-19 yang tepat dan efektif sehingga
dapat berdampak pada pencegahan penularan virus covid-19. Di dalam kebijakan-
kebijakannya baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia menguraikan pengolahan
limbah mulai dari pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan,
pengolahan. Ini menandakan baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia
merealisasikan kebijakannya sampai pada tahap operasional. Jika pemerintah
Indonesia memformulasikan surat edaran dan membuat formulir-formulir sama halnya
di Malaysia pemerintah negara tersebut mendetailkan kebijakannya sampai pada
tahap SOP dan formulir-formulir yang ditujukan kepada fasyankes dan pihak swasta.

Kesamaan lainnya adalah dalam hal kewenangan. Di Indonesia kewenangan
untuk mengaplikasikan kebijakan utama ke dalam kebijakan-kebijakan operasional dan
mengimplementasikannya diserahkan kepada Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia demikian pula di Malaysia
yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya adalah Kementerian Kesihatan
Malaysia dan Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia yang dikenal dengan istilah
Kementerian Alam Sekitar Malaysia.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Indonesia dan
Malaysia

Pada kenyataannya jumlah limbah medis covid-19 berbanding lurus dengan
jumlah kasus covid-19. Semakin banyak masyarakat yang terpapar covid-19 maka
semakin banyak pula jumlah limbah medis covid-19. Dengan semakin banyak kasus
covid-19 maka upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus penularan covid-19
tersebut juga semakin gencar, salah satunya dengan mempercepat proses vaksinasi
kepada masyarakat. Kegiatan vaksinasi dan pengobatan kepada masyarakat yang
terpapar covid-19 yang meningkat tersebut disusul pula dengan jumlah limbah medis
covid-19 yang semakin melonjak. Oleh karenanya baik pemerintah Indonesia maupun
pemerintah Malaysia mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengelolaan limbah
medis covid-19 dalam berbagai strategi dan kegiatan. Ada perbedaan dalam
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah diformulasikan oleh kedua
negara tersebut.

Sebagai bentuk antisipasi lonjakan limbah medis covid-19, melalui kebijakan
terbaru pemerintah Indonesia mengizinkan (Rahmadi, 2020) pengelolaan limbah medis

covid-19 menggunakan insinerator meskipun masih dalam proses pengajuan perizinan
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dengan suhu minimal 800°C, pemusnahan limbah covid-19 juga dapat dilakukan di
rumah sakit terdekat yang memiliki insinerator, TPS limbah B3 dapat dijadikan sebagai
tempat penyimpanan abu insinerator dengan tetap memperhatikan kapasitas, pabrik
semen diberikan izin untuk melakukan pemusnahan limbah covid-19. Di Indonesia
dalam pelaksanaannya (Arah Environment, 2020) pihak ketiga bekerjasama dengan
pemerintah daerah dalam mengangkut limbah dari rumah tangga, rumah karantina dan
rumah dekontaminasi yang telah yang sudah terlebih dahulu dikumpulkan oleh
pemerintah daerah. (angkawijaya perkasa, 2020) Hingga Juni 2020 ada 16
perusahaan pengolahan limbah medis di Indonesia yang memiliki izin. Satu
perusahaan di Kepulauan Riau, dua di Banten, tujun di Jawa Barat, dua di Jawa
Tengah, satu di Jawa Timur, dua di Kalimantan Timur, dan satu di Sulawesi Selatan
sedangkan daerah Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku
Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua belum memiliki pengolahan limbah medis yang
berizin. Sedangkan di Malaysia (Malaysia Gazette, 2021) layanan pengelolaan limbah
medis di Malaysia dikelola oleh tujuh perusahaan Radicare Sdn. Bhd., Edgenta
Mediserve Sdn. Bhd., Medivest Sdn. Bhd, Sedafiat Sdn. Bhd., Dan One Medicare Sdn.
Bhd. Persusahaan tersebut adalah perusahaan konsesi yang berada di bawah
Kementerian Kesehatan Malaysia sementara itu Kualiti Alam Sdn. Bhd. dan Future
NRG Sdn. Bhd. adalah perusahaan yang mengelola semua limbah medis covid-19 dari
rumah sakit/klinik swasta. Semua perusahaan tersebut harus mendapat izin dari
Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia. Pengelolaan oleh swasta ini harus sesuai
dengan Scheduled Waste Regulation 2005. Pemerintah Malaysia juga masih memberi
kesempatan bagi pihak swasta yang ingin menjadi pengelola limbah medis covid-19 di
Malaysia tetap dengan syarat mendapatkan ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup
Malaysia, (Ruzki, 2021).

Dikarenakan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan dengan
penduduk yang sangat banyak maka dalam implementasi kebijakan pengelolaan
limbah medis covid-19 Kemenkes RI berkolaborasi dengan berbagai instansi baik
pusat maupun daerah demikian pula di Malaysia implementasi covid-19 banyak
dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup
dengan dibantu oleh Kepolisian Malaysia dalam hal pengawalan pengakutan limbah
medis covid-19. Implementasi kebijakan pengelolaan limbah medis covid-19 di
Indonesia lebih ditekankan pada kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman
pengelolaan limbah medis covid-19 yang tepat melalui webinar (Kementerian

Kesehatan RI, 2020a) Kemenkes RI menginisiasi akselerasi penanganan limbah medis
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covid-19 dengan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) pusat maupun
daerah antara lain Kementerian Dalam Negeri RIl, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI,
Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan RI, Kepolisian RI, serta
Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Dari kegiatan akselerasi tersebut, K/L
yang hadir berkomitmen untuk mendorong penerapan pengelolaan limbah medis
sesuai persyaratan, memastikan fasyankes menyediakan sarana-prasaran dan
peralatan yang sesuai standar dan sesuai kemampuan dengan dukungan pemerintah
daerah, berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan seperti K/L, swasta,
lembaga non pemerintah, fasyankes dan masyarakat sipil bersama-sama melakukan
pembinaan dan pengawasan berkesinambungan sesuai kewenangan masing-masing,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/pemerintah kota agar berupaya
mengembangkan pengelolaan limbah medis sesuai kemampuan dan kearifan lokal
serta kondisi daerah. Kemenkes RI juga mendorong daerah untuk mengedepankan
sosialisasi dan edukasi kepada fasyankes terkait pengelolaan yang baik, benar dan
hal-hal penting lainnya. Sosialisasi juga dilakukan oleh KLHK RI di jajaran daerah.

(Ferdianto, 2021) Untuk percepatan sosialisasi tersebut KLHK menyiapkan
fungsional baru yaitu penyuluh lingkungan hidup yang menjadi jembatan untuk
mendiseminasikan seluruh kebijakan pengelolaan limbah medis covid-19. KLHK RI
juga mempublikasikan Langkah-langkah pengelolaan limbah medis covid-19 melalui
media sosial seperti youtube, facebook, instagram dan twitter. Disamping itu pihak
ketiga juga memberikan pelatihan kepada beberapa fasyankes tentang cara
pengemasan limbah medis yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Upaya peningkatan pemahaman dalam pengelolaan limbah medis covid-19 masih
tetap dilanjutkan sampai dengan tahun 2021. (localisesdgs, 2021) Melalui program
Localise SDGs, perwakilan dari 22 pemerintah daerah mengundang tenaga ahli dari
KLHK RI serta Waste4Change (W4C) yang terdiri dari 7 provinsi, 10 kota, 5 kabupaten
untuk memberikan coaching clinic seputar pengelolaan sampah medis dan limbah B3
yang efektif di daerah pada masa pandemi covid-19. (Frieda, 2021). KLHK juga
melakukan sosialisasi prosedur pengelolaan limbah covid-19 kepada fasyankes, serta
mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 di
lokasi yang fasilitas pengelolaan limbah B3nya belum memadai.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah medis covid-19, pemerintah
Malaysia juga melakukan sosialisasi (Ruzki, 2021) berupa sosialisasi pedoman

pengelolaan limbah medis yang mencakup prosedur pengelolaan limbah medis,
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pembudidayaan praktek penghijauan dan inisiatif penyeimbangan emisi gas rumah
kaca di semua pusat vaksinasi covid-19 dan fasilitas kesehatan. Namun pemerintah
Malaysia juga melakukan inovasi dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan
limbah medis covid-19 di negaranya yaitu dengan (Hasnan, 2020) menciptakan robot
pengelolaan limbah medis covid-19 yang ditujukan sebagai asisten pendukung medis
yang telah sepenuhnya digunakan di bangsal dan laboratorium di rumah sakit UiTM
Sungai Buloh. Dengan kehadiran robot-robot tersebut kontak manusia terhadap limbah
medis covid-19 dapat dikurangi. Jika dilihat dari berbagai strategi dalam implementasi
kebijakan pengelolaan limbah medis Covid-19, langkah-langkah yang diupayakan oleh
pemerintah Malaysia lebih beragam dan inovatif.

Monitoring Kebijakan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Malaysia dan
Indonesia

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah medis covid-19, baik
pemerintah Indonesia maupun Malaysia sama-sama melakukan monitoring terhadap
pelaksanaannya. Monitoring yang dilakukan oleh KLHK RI selain konvensional yaitu
dengan melakukan inspeksi seperti halnya monitoring terhadap pengelolaan limbah
medis covid-19 di rumah sakit darurat wisma atlet, kunjungan ke dinas-dinas
kesehatan juga melalui media layanan pengaduan yang disediakan di menu
pengaduan layanan publik pada website https://www.menlhk.go.id/ maupun melalui
telepon ke nomor 021-5733940 maupun whatsapp ke 0811 1043 994. Sama halnya
dengan monitoring kebijakan pengelolaan limbah medis covid-19 yang dilakukan oleh
pemerintah Malaysia, masyarakat juga berhak melaporkan jika menemukan atau
melihat tindakan pencemaran lingkungan tidak hanya terbatas masalah limbah covid-
19 saja (Arifin, 2021) melalui saluran bebas pulsa 1-800-88-2727 atau email ke
aduan_k@doe.gov.my dan melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar (JAS)
https://eaduan.doe.gov.my/.

Meskipun ada kesamaan dalam pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan
limbah medis covid-19 di Indonesia dan Malaysia. Namun ada yang membedakan
strategi pemerintah Malaysia dalam melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan
limbah medis covid-19. Selain melalui inspeksi terhadap pelaksanaan pengelolaan
limbah medis covid-19, (Jude, 2020) Monitoring terhadap pihak swasta pengolah
limbah medis covid-19 juga dilakukan melalui Electronic Scheduled Waste
Management System (Eswis). Pemerintah Malaysia melakukan monitoring tersebut
guna memastikan pengelolaan limbah medis covid-19 sesuai dengan peraturan

kualitas lingkungan 2005, pedoman penanganan dan pengelolaan limbah medis covid-
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19, serta SOP yang ditetapkan. Disamping itu Pemerintah daerah Malaysia juga
menginstruksikan perusahaan-perusahaan pengelola limbah medis covid-19 yang
telah ditunjuk untuk menemukan metode pengemasan yang lebih efektif agar dapat
menghindari timbunan limbah medis covid-19. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar
kebijakan pengelolaan limbah medis covid-19 di Indonesia (Mandasari, 2020) yaitu
berupa sanksi administratif berbentuk teguran tertulis, paksaan pemerintah,
pembekuan izin hingga pencabutan izin.

Sedangkan di Malaysia bagi siapapun yang melanggar pasal tersebut akan
dijatuhi hukuman penjara dalam jangka waktu maksimal 5 tahun dan denda maksimal
RM 500.000. (Kementerian Alam Sekitar dan Air Malaysia, 2019) (Malaysia Dewan
Rakyat Parlimen, 2020). Hal ini diungkapkan secara tegas dan jelas dalam undang-
undang mutu lingkungan 1974 yang mengatur tentang lokasi pengelolaan limbah (UU
127) tepatnya di pasal 34B yaitu tentang larangan penempatan, peletakan dan lain-lain
limbah terjadwal. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa tidak seorangpun
diperbolehkan menerima atau mengirim atau menyebabkan atau mengizinkan
penerimaan atau pengiriman limbah terjadwal di dalam atau di luar Malaysia serta tidak
seorangpun diperbolehkan untuk mentransmisikan atau menyebabkan atau
mengizinkan limbah terjadwal untuk ditransmisikan tanpa terlebih dahulu memperoleh
persetujuan dari direktur jenderal kementerian lingkungan hidup Malaysia.
Berdasarkan hasil analisis terkait monitoring pelaksanaan kebijakan pengelolaan
limbah medis Covid-19 diatas bahwa monitoring di kedua negara tidak hanya dari satu
pihak saja yaitu pemerintah tetapi dapat juga dilakukan oleh masyarakat melalui
layanan pengaduan yang disediakan. Tidak dapat dielakkan bahwa pemerintah
Malaysia melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah medis
Covid-19 secara lebih tegas yaitu melalui pemberlakuan denda dan hukuman penjara
bagi yang melanggar.

Dari berbagai monitoring yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun
Malaysia diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan limbah medis Covid-19 masih
menemukan berbagai kendala. Di Indonesia (Mutiara, 2021) tidak sedikit fasyankes
belum melakukan pemilahan, pencatatan dan pelaporan limbah B3. Ada banyak hal
yang mempengaruhinya, antara lain dapat dilihat dari belum tercapainya (Kementerian
Kesehatan RI, 2020b) indikator rencana strategis Kementerian Kesehatan RI tahun
2020 berkaitan dengan jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis
sesuai standar. Sampai dengan akhir tahun, capaian yang mampu direalisasikan

adalah sebanyak 2.431 fasyankes atau sebesar 93,5%. (Kementerian Kesehatan RI,
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2020b) Dari 2.877 jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia sampai dengan November
2020 hanya terdapat 117 rumah sakit yang memiliki izin pengolahan limbah B3, 111
rumah sakit menggunakan insinerator, serta 6 rumah sakit yang menggunakan
autoklaf. Disamping itu (Antara, 2020) jasa pengolahan limbah medis di Indonesia
belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga mengakibatkan
biaya pengangkutan limbah medis covid-19 cukup tinggi seperti halnya di wilayah timur
Indonesia. (Mutiara, 2021) Kendaraan roda empat sulit menjangkau wilayah remote
area dan kepulauan, masih ada petugas fasyankes dan aparat pengawas yang belum
memahami pengelolaan limbah B3 covid-19 secara tepat, hanya bekerjasama dengan
transporter tanpa mengetahui limbah B3 covid-19 tersebut berakhir dimana, koordinasi
antara dinas terkait masih kurang, serta keterbatasan anggaran untuk menyediakan
sarana-prasarana sesuai protokol kesehatan.

Demikian pula yang terjadi di Malaysia (Arifin, 2021) masih ditemukan
beberapa lokasi penyimpanan limbah medis covid-19 yang ilegal, pembakaran limbah
medis covid-19 secara terbuka, (Berita Harian Online, 2020) perusahaan mengalami
keterlambatan dalam membuang limbah hingga terjadi timbunan limbah di pusat
pembuangannya. Namun pihak Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia tidak
berkompromi terhadap permasalahan tersebut dan melakukan penindakan secara
intensif kepada seluruh fasilitas kesehatan yang terlibat sehingga kendatipun ada
kendala, (Muhamad, 2020) menurut Direktur Jenderal Kesehatan, Kementerian
Kesehatan Malaysia Datuk Dr Noor Hisham Abdullah pengelolaan limbah medis di
Malaysia dalam keadaan yang masih terkendali. (Suhaimi, 2020) Terkendalinya proses
pengelolaan limbah medis berkat dukungan manajemen departemen kesehatan
berdasarkan pedoman yang ada. Sejauh ini implementasi limbah medis covid-19
berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang tidak dapat teratasi dalam

pengelolaan limbah medis di Malaysia.

PENUTUP
Kesimpulan

Kebijakan-kebijakan pengelolaan limbah medis Covid-19 yang diformulasikan
oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dasarnya memiliki kesamaan dan pada
dasarnya sudah memadai. Kebijakan-kebijakan pengelolaan limbah medis Covid-19 di
Indonesia menginduk pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 sedangkan di
Malaysia menginduk pada undang-undang mutu lingkungan 1974. Dari sisi
implementasi, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki kesamaan sekaligus

perbedaan dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan limbah medis Covid-19.
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Kesamaannya adalah dalam hal sosialisasi yang dilakukan kepada berbagai pihak
sementara perbedaannya adalah di Indonesia pemerintah tetap memperbolehkan
pihak swasta yang masih dalam proses pengurusan izin untuk melaksanakan
pengelolaan limbah medis Covid-19 sedangkan di Malaysia hanya kepada pihak
swasta yang telah memiliki izin saja. Pemerintah Indonesia menyiapkan fungsional
penyuluh, pelatihan seputar pengelolaan limbah medis Covid-19 sedangkan
pemerintah Malaysia melakukan inovasi melalui penggunaan robot dalam membantu
pengelolaan limbah medis Covid-19. Dalam pelaksanaan monitoring baik pemerintah
Indonesia maupun Malaysia melakukannya melalui inspeksi dan penyediaan layanan
pengaduan. Hal yang membedakan yaitu ketegasan pemerintah Malaysia, dalam
menindaklanjuti hasil monitoring yaitu pengenaan denda ataupun hukuman penjara
kepada pihak yang melanggara serta inovasi melalui penyediaan Electronic Scheduled
Waste Management System (Eswis) sebagai alat monitoring pelaksanaan pengelolaan
limbah medis Covid-19.
Saran

Ketegasan yang dilakukan pemerintah Malaysia dengan menerapkan denda
dan hukuman penjara bagi pelanggaran pengelolaan limbah medis Covid-19 sudah
sepatutnya diadopsi dan diterapkan di Indonesia dengan menguraikannya di dalam
kebijakan operasional pengelolaan limbah medis Covid-19 yang diformulasikan oleh
KLHK RI termasuk strategi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia hamun
belum diupayakan di Indonesia. Dikarenakan sumber limbah medis berkembang
sampai ke pusat-pusat pelaksanan vaksinasi serta rumah-rumah pasien isolasi mandiri
maka pemerintah hendaknya mengerahkan perangkat desa untuk mengedukasi
masyakarat di setiap RT dan RW agar dapat memahami bagaimana pengelolaan
limbah medis covid-19 yang tepat melalui acara pertemuan secara daring di tingkat RT
maupun RW, menyediakan bank sampah khusus limbah medis covid-19 sesuai
dengan standard yang telah ditetapkan di setiap RT yang secara rutin diangkut oleh
para petugas pengangkut limbah medis covid-19 yang dilengkapi dengan APD serta
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Untuk upaya meminimalisir
pelanggaran pengelolaan limbah medis covid-19 oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab, pemerintah dapat mengadopsi strategi yang diterapkan oleh India
yaitu (Tsukiji, 2020) dengan menggunakan kendaraan dengan sistem GPS dan
barcode untuk wadah/kontainer yang berisi limbah medis padat selain memiliki label

pada container tersebut.
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Metode insinerator dari segi biaya operasionalnya cukup tinggi begitu juga
dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. (Sitompul, 2021)
Proses pengadaan teknologi insinerator juga tidak mudah dan memakan waktu cukup
lama, pemilihan lokasi pembangunan fasilitas insinerator juga memerlukan waktu serta
perencanaan yang matang oleh karenanya penggunaan insinerator dapat digantikan
dengan metode rekristalisasi yang dapat diterapkan untuk berbagai jenis plastik bahan
baku APD seperti polipropilena, polietilena, polistirena maupun polivinil klorida.
Rekristalisasi merupakan metode daur ulang limbah medis yang mudah dilakukan
karena dapat dilakukan tanpa proses sterilisasi terlebih dahulu. Metode ini meliputi
tahapan pemotongan plastik, pelarutan plastik bila diperlukan, pengendapan pada anti
pelarut, dan penyaringan. Melalui metode ini hasil daur ulang dapat digunakan kembali
sebagai plastik untuk tujuan medis dengan kualitas yang serupa. Saat ini metode
tersebut sedang dikembangkan oleh peneliti di Pusat Penelitian Kimia LIPI. Strategi
lain agar jumlah limbah medis covid-19 dapat dikendalikan adalah dengan menekan
penularan covid-19 di tengah-tengah masyarakat yaitu dengan tetap melaksanakan
protokol kesehatan, membatasi kegiatan di luar rumah, jumlah pengunjung di pusat
perbelanjaan maksimal 25% dimana masing-masing pengunjung maksimal 2 jam
kemudian bergantian dengan pengunjung lainnya, membagi jadwal pedagang di pasar
di mana kios yang bersebelahan berdagang di hari yang berbeda. Untuk itu perlu
edukasi dan pendekatan oleh tokoh-tokoh agama melalui kegiatan ibadah daring,

kepala-kepala suku, perangkat desa, karang taruna.
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